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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN 

PADA DINAS PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 
membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan 
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan 
Pada Dinas Perikanan. 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 

5494); 
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6. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan 

Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 

Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN 
PADA DINAS PERIKANAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kota Palopo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Palopo. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 

5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo 
8. Unit Pelaksana Telmis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPf 

BBi adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan 

Kota Palopo; 
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9. Kepala UPI' adalah Kepala UPI' Balai Benih Hean. 

10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 

1 1 .  Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. 

BAB II 

PEMBENTUKAlf DAR KEDUDUKAl'f 

Pasa1 2  

(1)  Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' BBi. 

(2) UPI' BBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

BABW 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pual 3 

( 1) Susunan Organisasi UPI', terdiri dari : 
a. kepala UPI'; 

b. subbagian tata usaha; dan 
c. jabatan fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan W alikota ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN' RllfCIAlf TUGAS 

Bagian Keaatu 

Tagas Dan Rincian Tugas Kepala UPT 

Pasa1 4  

(1) Kepala UPI' mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan 

pengadaan, produksi, dan pemasaran benih/ induk ikan, pengawasan dan 

evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Kepala 

UPI' mempunyai Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan UPT BBi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi, 

sarana prasarana dan pemasaran benih ikan; 

c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang 

produksi dan sarana prasarana benih lkan; 
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e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPr 

BBi; 

f. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data 

dan informasi; 

g. melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan 

Keuangan; 

h. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah 

tanggaan; 

1. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan; 

J. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata 

Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

BABV 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 6 

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)  huruf 
c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPI' BBI dilaksanakan 

berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 7 

(1 )  Kepala UPI' dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan 

seluruh personil pada UPI' BBi melaksanakan tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, 

Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' BBi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip = 
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a. hierarki; 

b. koordinasi; 

c. kerjasama; 

d. integrasi; 

e. sinkronisasi; 
f. simplikasi; 

g. akuntabilitas; 

h. transparansi; 
i. efektivitas; dan 

j. efisiensi. 

Pasal 8 

(1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam 

lingkungan UPI' BBi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, 

� serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan 
secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. 

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis UPI' BBi. 

(3) Kepala UPI' dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan 
tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan 

evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau 

sesuai kebutuhan. 

(4) Kepala UPI' mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pemerintah/ swasta terkait dalam rangka. meningka.tkan kinerja dan 

memperlancar pelaksanaan tugas UPI' BBi. 

BAB VD 

r'I PElfGAlfGKATAN DAN PEMBERBENTIAlf D.ALAM JABATAlf 

Pasa1 9 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan 
fungsional di lingkungan UPI' BBi, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

TEU·.H OIPE"! - ' 
Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 13 Pe b r u a r j 2017 
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Diundangkan di Palopo 
pada al 13 Pebruari 2 0 1 7  

Pit. SE ARIS DAERAH 

J UDDIN 

WALIKOTA PALO 

. JUDAS AMIR 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 

NOMOR 21 
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BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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